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AKSES 
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PERTIMBANGAN

UNIT 

PENGOLAH

1 2 4 5 6 7 8

XI URUSAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

A. Kebijakan

1. Pengkajian dan pengusulan kebijakan Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui oleh 

pihak yang tidak 

berhak dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas dan 

fungsi lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

2. Penyiapan kebijakan Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui oleh 

pihak yang tidak 

berhak dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas dan 

fungsi lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

3. Perumusan kebijakan Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui oleh 

pihak yang tidak 

berhak dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas dan 

fungsi lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

4. Masukan dan dukungan kebijakan Biasa/terbuka
Pengguna internal 

dan eksternal
Terbuka  

Apabila diketahui oleh 

publik tidak 

merugikan siapapun.

Unit Pengolah 

Terkait

KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF  URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

JENIS ARSIP

3
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5. Penetepan Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui oleh 

pihak yang tidak 

berhak dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas dan 

fungsi lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

B Pengendalian Penduduk

1. Pemaduan kebijakan pengendalian penduduk

a. Pemaduan kebijakan pengendalian penduduk Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui oleh 

pihak yang tidak 

berhak dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas dan 

fungsi lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

1) Pengumpulan dan Pengolahan Data

2) Evaluasi dan Pelaporan

b. Fasilitas pemaduan kebijakan pengendalian penduduk Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui oleh 

pihak yang tidak 

berhak dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas dan 

fungsi lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

1) Penyiapan fasilitas

2) Evaluasi dan pelaporan

2. Perencanaan pengendalian penduduk

a. Profil dan Proyeksi Penduduk
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1) Data profil dan proyeksi penduduk Biasa/terbuka
Pengguna internal 

dan eksternal
Terbuka  

Apabila diketahui oleh 

publik tidak 

merugikan siapapun.

Unit Pengolah 

Terkait

2) Evaluasi data profil dan proyeksi penduduk Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui oleh 

pihak yang tidak 

berhak dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas dan 

fungsi lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

b. Penetapan parameter pengendalian penduduk

1) Penetapan sasaran parameter Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui oleh 

pihak yang tidak 

berhak dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas dan 

fungsi lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

2) Evaluasi sasaran parameter Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui oleh 

pihak yang tidak 

berhak dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas dan 

fungsi lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

c. Pemanfaatan perencanaan pengendalian penduduk
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1) Pemanfaatan profil dan proyeksi Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui oleh 

pihak yang tidak 

berhak dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas dan 

fungsi lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

2) Pemanfaatan Parameter Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui oleh 

pihak yang tidak 

berhak dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas dan 

fungsi lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

3. Kerjasama pendidikan kependudukan

a. Pengembangan Sistem

1) Pengembangan sistem jalur pendidikan formal Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui oleh 

pihak yang tidak 

berhak dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas dan 

fungsi lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

148



NO

KODE 

KLASIF

IKASI

KLASIFIKASI 

KEAMANAN
HAK AKSES

AKSES 

PUBLIK

DASAR 

PERTIMBANGAN

UNIT 

PENGOLAH

1 2 4 5 6 7 8

JENIS ARSIP

3

2) Pengembangan jalur pendidikan nonformal dan informal Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui oleh 

pihak yang tidak 

berhak dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas dan 

fungsi lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

b. Pengembangan Materi

1) Pengembangan materi jalur pendidikan formal Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui oleh 

pihak yang tidak 

berhak dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas dan 

fungsi lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

2) Pengembangan materi jalur pendidikan nonformal dan informal Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui oleh 

pihak yang tidak 

berhak dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas dan 

fungsi lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

c. Monitoring dan evaluasi
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3

1) Monitoring dan evaluasi jalur pendidikan formal Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui oleh 

pihak yang tidak 

berhak dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas dan 

fungsi lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

2) Monitoring dan evaluasi jalur pendidikan nonformal dan informal Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui oleh 

pihak yang tidak 

berhak dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas dan 

fungsi lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

4. Analisis dampak kependudukan

a. Analisis Sosial Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui oleh 

pihak yang tidak 

berhak dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas dan 

fungsi lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait
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b. Analisis Ekonomi Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui oleh 

pihak yang tidak 

berhak dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas dan 

fungsi lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

c. Analisis dampak politik, pertahanan, dan keamanan Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui oleh 

pihak yang tidak 

berhak dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas dan 

fungsi lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

d. Analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui oleh 

pihak yang tidak 

berhak dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas dan 

fungsi lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

C. Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

151



NO

KODE 

KLASIF

IKASI

KLASIFIKASI 

KEAMANAN
HAK AKSES

AKSES 

PUBLIK

DASAR 

PERTIMBANGAN

UNIT 

PENGOLAH

1 2 4 5 6 7 8

JENIS ARSIP

3

1. Bina kesertaan keluarga berencana jalur pemerintah Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui oleh 

pihak yang tidak 

berhak dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas dan 

fungsi lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

a. Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui oleh 

pihak yang tidak 

berhak dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas dan 

fungsi lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

b. Jaminan pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui oleh 

pihak yang tidak 

berhak dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas dan 

fungsi lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait
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c. Kualitas pelayanan keluarga berencana pemerintah Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui oleh 

pihak yang tidak 

berhak dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas dan 

fungsi lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

1) Standardisasi pelayanan keluarga berencana pemerintah

2) Monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana pemerintah

2. Bina kesertaan keluarga berencana jalur swasta

a. Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Swasta Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui oleh 

pihak yang tidak 

berhak dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas dan 

fungsi lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

b. Jaminan dan ketersediaan Sarana Keluarga Berencana Swasta Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui oleh 

pihak yang tidak 

berhak dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas dan 

fungsi lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait
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3

c. Kualitas pelayanan keluarga berencana swasta Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui oleh 

pihak yang tidak 

berhak dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas dan 

fungsi lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

1) Standardisasi pelayanan keluarga berencana swasta

2) Monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana swasta

3. Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus

a. Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur wilayah tertinggal, Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui oleh 

pihak yang tidak 

berhak dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas dan 

fungsi lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

terpencil dan perbatasan

1) Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal,

terpencil dan perbatasan

2) Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal,

terpencil, dan perbatasan

b. Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur wilayah miskin Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui oleh 

pihak yang tidak 

berhak dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas dan 

fungsi lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

perkotaan

1) Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan
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2) Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perko

taan

c. Kesertaan Keluarga Berencana Pria Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui oleh 

pihak yang tidak 

berhak dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas dan 

fungsi lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

1) Peningkatan akses keluarga berencana pria

2) Peningkatan partisipasi keluarga berencana pria

4. Kesehatan Reproduksi

a. Kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui oleh 

pihak yang tidak 

berhak dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas dan 

fungsi lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

b. Pencegahan PMS dan HIV/AIDS Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui oleh 

pihak yang tidak 

berhak dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas dan 

fungsi lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait
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c. Pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan infertilitas Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui oleh 

pihak yang tidak 

berhak dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas dan 

fungsi lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

D. Keluarga sejahtera dan Pemberdayaan keluarga

1. Bina keluarga balita dan anak

a. Pelembagaan bina keluarga balita dan anak Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui oleh 

pihak yang tidak 

berhak dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas dan 

fungsi lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

1) Pengembangan kelompok bina keluarga balita dan anak

2) Pengembangan kemitraan bina keluarga balita dan anak

b. Monitoring dan evaluasi bina keluarga balita dan anak Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui oleh 

pihak yang tidak 

berhak dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas dan 

fungsi lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

1) Monitoring bina keluarga balita dan anak

2) Evaluasi dan pelaporan bina  keluarga balita dan anak

2. Bina ketahanan remaja

a. Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur pendidikan Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui oleh 

pihak yang tidak 

berhak dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas dan 

fungsi lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

1) Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur pendidikan

2) Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur masyarakat
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b. Monitoring dan evaluasi bina ketahanan remaja Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui oleh 

pihak yang tidak 

berhak dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas dan 

fungsi lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

1) Monitoring bina ketahanan remaja

2) Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan remaja

3. Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan

a. Pengembangan Program bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui oleh 

pihak yang tidak 

berhak dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas dan 

fungsi lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

1) Pengembangan Program bina Ketahanan Keluarga Lansia

2) Pengembangan Program bina Ketahanan Keluarga Rentan

b. Pelembagaan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui oleh 

pihak yang tidak 

berhak dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas dan 

fungsi lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

1) Pengembangan kelompok Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan

2) Pengembangan kemitraan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan

c. Monitoring dan evaluasi bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui oleh 

pihak yang tidak 

berhak dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas dan 

fungsi lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

1) Monitoring bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan

2) Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan

4. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
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NO

KODE 

KLASIF

IKASI

KLASIFIKASI 

KEAMANAN
HAK AKSES

AKSES 

PUBLIK

DASAR 

PERTIMBANGAN

UNIT 

PENGOLAH

1 2 4 5 6 7 8

JENIS ARSIP

3

a. Pengembangan program usaha ekonomi keluarga Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui oleh 

pihak yang tidak 

berhak dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas dan 

fungsi lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

b. Peningkatan teknologi dan permodalan usaha ekonomi keluarga Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui oleh 

pihak yang tidak 

berhak dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas dan 

fungsi lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

c. Peningkatan manajemen usaha ekonomi keluarga Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui oleh 

pihak yang tidak 

berhak dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas dan 

fungsi lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

1) Pengembangan administrasi dan keuangan kelompok usaha ekonomi

keluarga

2) Pengembangan pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga

d. Monitoring dan evaluasi usaha ekonomi keluarga Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui oleh 

pihak yang tidak 

berhak dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas dan 

fungsi lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

5. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera

158



NO

KODE 

KLASIF

IKASI

KLASIFIKASI 

KEAMANAN
HAK AKSES

AKSES 

PUBLIK
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PENGOLAH

1 2 4 5 6 7 8

JENIS ARSIP

3

a. Pengembangan program pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui oleh 

pihak yang tidak 

berhak dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas dan 

fungsi lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

b. Pelembagaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui oleh 

pihak yang tidak 

berhak dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas dan 

fungsi lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

1) Pengembangan pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera

2) Pengembangan kemitraan pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera

c. Monitoring dan evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui oleh 

pihak yang tidak 

berhak dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas dan 

fungsi lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

1) Monitoring Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera

2) Evaluasi dan Pelaporan Pusat dan Pelayanan Keluarga Sejahtera

E. Advokasi dan Informasi

1. Advokasi dan komunikasi, Informasi dan Edukasi

a. Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui oleh 

pihak yang tidak 

berhak dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas dan 

fungsi lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

1) Perencanaan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi

2) Evaluasi dan pelaporan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi
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KEAMANAN
HAK AKSES

AKSES 

PUBLIK

DASAR 

PERTIMBANGAN

UNIT 

PENGOLAH
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3

b. Advokasi dan Pencitraan Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui oleh 

pihak yang tidak 

berhak dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas dan 

fungsi lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

c. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui oleh 

pihak yang tidak 

berhak dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas dan 

fungsi lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

1) Promosi

2) Sarana produksi media

3) Produk media komunikasi

2. Bina Hubungan Antar Lembaga

a. Hubungan dengan lembaga pemerintah pusat dan provinsi Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui oleh 

pihak yang tidak 

berhak dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas dan 

fungsi lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

b. Hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui oleh 

pihak yang tidak 

berhak dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas dan 

fungsi lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

1) Pengembangan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota

2) Penguatan hubungan dengan lembaga kabupaten dan kota
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3

c. Hubungan dengan lembaga non pemerintah Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui oleh 

pihak yang tidak 

berhak dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas dan 

fungsi lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

1) Pengembangan hubungan dengan lembaga non pemerintah

2) Penguatan hubungan dengan lembaga non pemerintah

3. Bina lini lapangan

a. Tenaga lini lapangan Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui oleh 

pihak yang tidak 

berhak dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas dan 

fungsi lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

1) Pengembangan tenaga lini lapangan

2) Monitoring dan evaluasi tenaga lini lapangan

b. Institusi masyarakat pedesaan Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui oleh 

pihak yang tidak 

berhak dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas dan 

fungsi lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

1) Pengembangan institusi masyarakat pedesaan

2) Monitoring dan evaluasi institusi masyarakat pedesaan

c. Mekanisme operasional lini lapangan Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui oleh 

pihak yang tidak 

berhak dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas dan 

fungsi lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

1) Pengembangan Mekanisme operasional lini lapangan

2) Monitoring dan evaluasi mekanisme operasional lini lapangan

4. Pelaporan dan Statistik

161



NO

KODE 

KLASIF

IKASI
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3

a. Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui oleh 

pihak yang tidak 

berhak dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas dan 

fungsi lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

1) Perumusan pola sistem pencatatan dan pelaporan

2) Monitoring dan evaluasi sistem pencatatan dan pelaporan

b. Pengumpulan dan pengolahan data Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui oleh 

pihak yang tidak 

berhak dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas dan 

fungsi lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

c. Analisis dan evaluasi Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui oleh 

pihak yang tidak 

berhak dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas dan 

fungsi lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

1) Analisis dan evaluasi pengendalian penduduk

2) Analisis dan evaluasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera

5. Teknologi Informasi dan Dokumentasi

a. Sistem aplikasi dan bank data Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui oleh 

pihak yang tidak 

berhak dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas dan 

fungsi lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

1) Pengembangan sistem aplikasi

2) Pengelolaan bank data
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3

b. Infrastruktur teknologi informasi Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui oleh 

pihak yang tidak 

berhak dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas dan 

fungsi lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

1) Pengembangan Infrastruktur teknologi informasi

2) Pemeliharaan Infrastuktur teknologi informasi

c. Dokumentasi dan penyebarluasan informasi Biasa/terbuka
Pengguna internal 

dan eksternal
Terbuka  

Apabila diketahui oleh 

publik tidak 

merugikan siapapun.

Unit Pengolah 

Terkait

1) Dokumentasi dan Perpustakaan

2) Pengelolaan situs BKKBN dan media konferensi
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